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ABSTRAK

Siregar, Zakaria. 2020. Potensi Pidana Kerja Sosial (Community Service Order)
Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Skripsi, Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Anis Widyawati,
S.H., M.H.

Kata Kunci: Pembaharuan, Pidana Alternatif, Pidana Kerja Sosial

Adanya kritik dan kurangnya kepercayaan publik terhadap pelaksanaan
pidana penjara perlu kiranya dilakukan upaya mencari alternatif penjatuhan pidana
penjara, salah satunya yaitu dengan dimasukannya pidana kerja.sosial kedalam
rancangan kitab undang - undang hukum pidana Indonesia. Peneltian bertujuan agar
menngetahui mengenai : 1). Potensi pidana kerja sosial sebagai satu jenis
pemidanaan dalam pemnaharuan hukum pidana Indonesia. 2). Kebijakan formulasi
pidana Kkerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Selanjutnya
peneliti mengunakana pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Teknik yang
digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakan. Sumber data yang
digunakan berasal dari data sekunder yang mana selanajutny data itu dianalisis
secara yuridis normatif.

Hasil peneltiam menunjukan bahwa: 1). Pidana kerja sosial cukup
berpotensi apabila nantinya akan diterapkan di Indonesia karena cukup memenuhi
sebagai alternatif pidana pengganti pidana penjara, pidana kerja sosial ini sudah
dapat sesuai dengan tujuan pemidanaan serta dapat menghilangkan efek negatif
pidana penjara seperti stigmatis masyrakat terhadap mantan narapidana. 2).
Kebijakan formulasi pidana kerja sosial ini dapat dilaksanakan dengan
memperhatikan syarat serta ketentuan-ketentuan tertentu dalam menajatuhkanya
terhadap terpidana, seperti waktu pelaksanannya harus di hari libur dengan tujuan
bagi terpidana yang masih bekerja dapat tetap melaksankan pekerjanya.

Simpulan dari hasil pembahsan yaitu: 1). Pidana kerja sosial cukup
berpotensi sebagai jeniis pidana, selanajutnya pidana kerja sosial dibuat atas adanya
kritik-kritik terhadap pidana penjara yang memeliki beberapa efek negatif, 2).
Kebijakan formulasi pidana kerja sosial sudah dirumuskan dengan baik dalam
RKUHP diharapkan hakim dalam penjatuhannya memperhatikan beberapa syarat —
syarat khusus.

Saran dari peneliti. dalam penelitian ini adalah: 1). Untuk meformulasikan
bentuk pidana yang proposional sekiranya pemeritnah perlu melakukan kajian-
kajian bersama para pakar-pakar baik pakar hukum pidana ataupun pakar lintas
keilmuan. 2). Mengingat pidan kerja sosial adalah jenis pidana yang baru di
Indonesia dirasa perlu adanya sosialisasi yang dilakukan kepada massayrakat
mengenai pidana kerja sosial ini agar masyarakat lebih mengerti dan paham akan
tujuan pidana kerja sosial ini diterapkan di Indonesia.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu macam-macam hukum yang ada hukum pidana
mempunyai sifat khusus di dalam penjatuhan sanksinya. Ketika berurusan
dengan hukum pandangan kita langsung menuju kepada hal yang mengikat diri
seseorang di kehidupan bermasyarakat. Dalam aturan yang ada di hukum
pidana mengatur mengenai hal-hal yang yang harus dilakukan serta hal-hal
yang tidak boleh dilakukan dan juga akibatnya. Kita sering menyebut aturan
tersebut sebagai norma dan akibatnya sebagai sanksi. Pembeda hukum dengan
hukum yang ada lainnya yaitu dalam penjatuhan sanksinya, dimana dalam
penjatuhan sanksinya bersifat negatif. Dalam penjatuhan sanksinya terdapat
bermacam-bermacam bentuk seperti dirampas kebebasnya sebab dijatuhi
pidana kurungan atau penjara, diambil paksa hartanya untuk membayar denda,
atau hingga direnggut nyawanya ketika seseorang dijatuhi pidana mati. Dapat
dikatakan hukum pidana merupakan hukum yang mengatur mengenai
perbuatan dapat dijatuhi sanksi yang diatur oleh undang-undang.

Pidana merupakan reaksi atas perbuatan karena melanggar undang-
undang tindak pidana, sanksinya berbentuk nestapa yang sengaja dijatuhkan
negara kepada seseorang yang melakukan perbuatan melanggar undang-
undang tersebut. Penjatuhan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak
pidana menjadi bagian penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana

yang baik.



Dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang, pidana yang dijatuhkan
harus berdasarkan vonis hakim. Dalam sistem peradilan pidana hakim sebagai
salah satu penegak hukum mempunyai wewenang untuk memeriksa semua
perkara yang diajukan kepadanya sampai dengan menjatuhkan putusan atas
perkara tersebut. Hakim dapat menjatuhkan putusan dalam perkara yang
diperiksanya berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan atau
putusan penjatuhan pidana kepada pelaku.

Dalam pejatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, vonis hakim
harus tepat ketika akan memberikan vonis, karena efektifitas pemidanaan
ditentukan oleh peran hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap seorang
pelaku tindak pidana. Adapun mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan
utamnya mengacu pada KUHP. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana pada pasal 10 telah diatur mengenai jenis-jenis pidana yang dapat
dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pada pasal 10 KUHP terdapat dua
bentuk pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan (Prasetyo, 2014:10).
Bunyi dari pasal 10 KUHP tersebut sebagai berikut :

Pasal 10. Pidana terdiri atas :

a. Pidana pokok:
1. Pidana mati,
2. Pidana pejara,
3. Kurungan,
4. Denda.
b. Pidana tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Pengumuman putusan hakim.



Dari beberapa jenis sanksi pidana tersebut, pidana penjara merupakan
jenis pidana yang sering dipilih hakim dalam menjatuhkan pemidanaan kepada
seorang pelaku tindak pidana. Ketika seorang pelaku tindak pidana dijatuhi
pidana penjara kebebasan bergerak pelaku tersebut dibatasi dengan cara
melakukan penahanan di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan
mewajibkan orang untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku
didalam lembaga masyarakat, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata
tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut (Lamintang dan
Theo, 2017:54).

Pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara ini dianggap
sebagai sebuah cara yang efektif untuk mencegah serta menanggulangi
kejahatan tindak pidana yang terjadi dikehidupan masyrakat. Penggunaan
pidana penjara pertam kali di mulai di Inggris pada abad ke XVI sebagai
langkah untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi seiring berjalnnya waktu
pola pidana penjara dengan pola zaman dahulu.

Negara-negara di dunia mulai mencari alternatif jenis hukuman pidana
penjara yang memiliki dampak yang lebih baik kepada si pelaku tindak pidana
dan juga kepada korban tindak pidana seiring dengan berkembangnya
pemikiran mengenai efektifitas pemidanaan. Pidana penjara mulai berkembang
setelah pidana mati dihapus di berbagai negara. Pidana penjara dalam
pelaksanaannya dinilai belum mampu memperbaiki diri pelaku tindak pidana
dan memberi efek jera, karena banyak terjadi manta narapidana kembali lagi

melakukan tindak pidana atau sering disebut recidivis.



Lebih lanjut terhadap penjatuhan pidana penjara terhadap kasus - kasus
seperti pencurian ringan dianggap tidak pantas karena tidak adil dan tidak
manusiawi. Dikhawatirkan ketika penjatuhan pidana penjara terhadap kasus -
kasus ringan akan menimbulkan dampak yang lebik buruk. Seorang pelaku
pencurian ringan misalnya melakukan pencurian sandal atau sepatu yang
kemudian dijatuhi pidana penjara dikhawatirkan akan mendapatkan transfer
ilmu kejahatan di dalam penjara.

Ketika seorang pelaku tindak pidana ringan masuk ke dalam lembaga
pemasyarakatan lalu bertemu dengan warga binaan atau narapidana yang
melakukan berbagai macam tindak pidana dapat terjadi sebuah transfer ilmu
dalam melakukan tindak pidana yang lebih besar seperti perdagangan
narkotika, penganiayaan dan judi. Jadi ketika pelaku tindak pidana tersebut
telah selesai menjalani pidanannya di lembaga masyarakat dan bebas kembali
ke masyarakat di khawatirkan akan melakukan tindak pidana yang lebih besar
dari sebelumnya karena ketika di lembaga pemmasyrakatan melakuan tranfer
ilmu sesama penjahat. Upaya merubah terpidana untuk sadar dan insyaf akan
gagal total karena ketidakadilan dalm sistem pemidanaan (Gunawan, 2015:2).

Terdapat dua kritikan terhadap pidana penjara, kritikan pertama yaitu
kritikan moderat dalam kritikan ini pengkritik pada dasarnya masih
mempertahankan pidana penjara namun penggunaannya dibatasi. Sedangkan
kritikan kedua yaitu kritikan ekstrim pada kritikan ini pengkritik
mengharapkan pidana penjara dihapuskan (Arief, 2010:37).

Akibat banyak dampak negatif yang dimunculkan pidana penjara,

pemidanaan tersebut banyak mendapat kritikan. Pidana penjara tidak hanya



merampas kemerdekaan seseorang akan tetapi juga merampas kehidupan
seksual seseorang yang normal menjadi menyimpang dan negatif seperti
perilaku homoseksual, onani, dan masturbasi. Selanjutnya ketika seseorang
dipenjara pasti akan berakibat serius terhadap ekonomi narapidana sebab dia
tidak bisa melanjutkan kehidupan untuk bekerja. Ketika seseorang dipenjara
akan muncul label atau cap jahat kepada narapidana tersebut sehingga
mempersulit narapidana tersebut melakukan hubungan sosial dalam masyrakat
dan pada akhirnya terjadinya penurunan harga diri seseorang yang pernah
dipenjara.

Bukti realitas dilapangan penjatuhan pidana kepada seorang tidak
mampu merubah perilaku pelaku menjadi lebih baik namun merubah kualitas
kejahatanya semakin meningkat, pada akhirnya muncul sebutan penjara
dimasyarakat sebagai PTIK atau kepanjangan dari Pendidikan Tinggi lImu
Kejahatan. Selanjutnya penjara yangg seharusnya adalah tempat untuk
pembinaan narapidana malah sering di temukan menjadi tempat untuk perderan
narkoba (Wibawa, 2017:106).

Tujuan awal dijatuhkannya pidana terhadap seorang pelaku tindak
pidana pada dasarnya agar tidak lagi berbuat tindak pidana dan orang lain tidak
melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana atau pemidanaan dimaksutkan
sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana.
Pemidanaan bukanlah ditujukan upaya untuk balas dendam akan tetapi menjadi
upaya untuk pembinaan bagi pelaku tindak pidana sekaligus upaya untuk
preventif terhadap terjadinya kejahatan tindak pidana. Namun pada

kenyataannya saat ini pada pelaku tindak pidana, banyak perbuatan-perbuatan



tindak pidana tidak dapat teratasi dan semakin meninggkat. Lembaga
pemasyarakatan (LAPAS) menjadi sebuah tempat untuk belajar penjahat dari
seorang penjahat yang akhirnya akan melahirkan penjahat-penjahat yang lebih
profesional dan akan menjadi beban di masyarakat karena dapat menimbulkan
ancaman yang lebih besar di masyarakat. Faktor penyebab pelaku tindak
pidana kembali mengulangi kejahatannya atau yang lebih besar dikarenakan
hilangnya rasa bersalah dan malu atas segala perbuatan sehingga dia kembali
lagi melakukan kejahatan. Selain itu muncul efek negatif berupa dehumanissasi
atau pengasingan oleh masyarakat terlihat kurang efektifnya sanksi pidana
penjara. (Septiano, 2014:8).

Berkembang dan majunya pola kehidupan masyarakat Indonesia juga
mempengaruhi permasalahan-permasalahan hukum dalam pola kehidupan
masyarakat Indonesia. Sejala dengan perkembangan dan kemajuan pola
kehidupan masyarakat tersebut membuat aturan-aturan yang terdahulu sudah
tidak sesuai lagi. Hukum memiliki tugas untuk membatasi dan melindungi
kepentingan-kepentingan manusia dalam pergaulan antar manusia (Soedjono,
2013:5).

Karena aturan-aturan yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan
kehidupan masyarakat tertuma dalam hukum pidana, perlu adanya
pembaharuan hukum dalam hukum pidana tersebut. Perlunya pembahruan
hukum pidana sekarang ini harus juga diikuti dengan konsep perlindungan
akan Hak Asasi Manusia. Pembaharuan hukum pidana juga harus mencakup
terkait hukum pelaksanaan pidana khususnya sistem kepenjaraan. Saat ini

terjadi krisis kepercayaan terhadap efektivitas pelaksanaan pidana penjara di



Indonesia. Masalah efektivitas pidana penjara memunculkan perdebatan
diberbagai negara dan memunculakan kencenderungan mengabaikan
pengendaliann atau pengurangan kejahatan yang dilakakun lembaga-lembaga
kepenjaraan, hal ini juga menjadi pembahasaan dalam kongres PBB kelima
mengenai Prevention of Crime and The Treatment of Offenders yang
dilaksanakan pada tahun 1975 (Arief, 2000:43).

Pembaharuan hukum pidana Indonesia sudah seharusnya dilakukan
karena menjadi kebutuhan yang cukup mendesak. Kitab Undang-undang
Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia merupakan sebuah aturan
peninggalan dari zaman kolonial Hindia Belanda yang dalam prakteknya sudah
tidak sesuai dengan perkembangan pola kehidupan masyarakat Indonesia
sekarang. Alasan inilah yang menjadikan pembaharuan hukum pidana
Indonesia perlu dilakukan. Menurut Soedarto yang dikemukakan oleh Barda
Nawawi Arief (2018: 183-184) ada tiga alasan penting dilakukannya
pembaharuan hukum pidana Indonesia yaitu:

1. Dari alasan politis, bangsa Indonesia sudah merdeka selama
tujuh puluh lima tahun sudah seharusnya bangsa Indonesia
mempunyai hukum pidana sendiri sesuai dengan filosofi
Indonesia dan disusun oleh pakar-pakar dan ahli hukum
Indonesia.

2. Dari alasan sosiologis, landasan sosiologis masyarakat
Indonesia sudah tentu berbeda dengan masyarakat pada zaman

pembuatan KUHP. KUHP merupakan produk kolonial yang



cenderung masyarakatnya adalah individualisme atau liberal
atau sekuler.

3. Dari alasan praktis, sudah jarang yang bisa memahami bahasa
Belanda karena KUHP merupakan produk Belanda bukan
produk bangsa Indonesia sehingga dimungkinkan terjadi salah
tafsir dan terjadi ketimpangan.

Alasan-alasan tersebut menjadi upaya agar terwujudnya pembaharuan
hukum pidana Indonesia, dengan mencerminkan nilai-nilai yang berkembang
dalam masyrakat Indonesia. Berkaitan dengan upaya pembaharuan hukum
pidana Indonesia lebih terarah dan terpadu, pidana kerja sosial menjadi salah
satu wacana mengenai alternatif pidana terhadap tindak pidana ringan yang
sudah dikenal di beberapa negara. Indonesia sebagai salah satu negara yang
sedang dalam proses memperbaharui hukum pidananya dapat melakukan
kajian mendalam terhadap pidana kerja sosial tersebut. Karena pidana kerja
sosial telah mencjadi alternatif pidana di berbagai negera-negara internasional.

Dalam RKUHP tahun 2019 telah mengalami beberapa perubahan
dibandingkan KUHP, salah satunya didalam penjatuhan sanksi pidannya.
Berdasarkan RKUHP tahun 2019 pidana kerja sosial menjadi salah satu jenis
sanksi pidana pokok seperti yang tertuang dalam pasal 65 RKUHP.
Berorientasi dari individu pelaku dan masyrakat, pidana kerja sosial
diharapkan dapat memenuhi unsur pembinaan terhadap pelaku dan dapat
memberikan perlindungan kepada kehidupan masyrakat. Penjatuhan pidana
kerja sosial dapat menghindarkan pelaku dari dampak negatif seperti

stigmatisasi negatif dalam masyrakat sehingga pelaku tindak pidana tidak



kehilangan rasa percaya diri yang dibutuhkan ketika dalam proses pembinaan.
Pelaku tindak pidana juga secara otomatis dapat bersosialisasi dengan
masyarakat sehingga terhindar dari proses dehumanisasi. Pidana kerja sosial
telah diterapkan dibeberapa negara-negara di dunia dengan memasukannya ke
dalam hukum pidana negara tersebut, seperti negara Inggris, Belanda, Jerman,
Denmark, Portugal, Polandia dan lain-lainnya. Negara-negara tersebut
menjadikan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek
dan pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayar.

Penelitian ini difokuskan pada potensi pidana kerja sosial di Indonesia
sebagai salah satu alternatif penjatuhan pidana terhadap tindak pidana ringan
dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia atau hukum positif yang akan
datang (ius constitutum), dan berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Potensi Pidana Kerja Sosial
(Community Service Order) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana
Indonesia” disusun dalam rangka penulisan skripsi pada program studi limu

Hukum Universitas Negeri Semarang.

1.2 ldentifikasi Masalah

Dengan memahami dari penjelasan yang terdapat pada latar belakang,
maka peneliti telah mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini diantaranya
sebagai berikut:

1. Pidana penjara menjadi hukuman pokok yang sering dijatuhkan kepada
terpidana.

2. Efektifitas pidana penjara dalam penanggulangan kejahatan.



10.

11.

12.

13.

10

Dampak negatif pidana penjara yang memunculkan stigmatisasi dalam
masyarakat terhadap terpidana.

Penjatuhan pidana penjara belum sejalan dengan tujuan pemidanaan.
Pidana penjara tidak lagi mampu memberikan efek pembinaan dan efek
jera pelaku.

Munculnya kritik-kritik terhadap pidana penjara sehingga harus
mencari alternatif pidana.

Permasalahan over kapasitas karena banyaknya narapidana dan tahanan
yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan karena pidana penjara.
Membuat suatu kebijakan baru dalam menanggulangi kejahatan dan
menciptakan jenis-jenis sanksi pidana baru yang sesuai dengan tujuan
pemidanaan.

Jenis-jenis pidana dalam RKUHP dalam upaya pembaharuan hokum
pidana Indonesia sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan KUHP
peninggalan Belanda.

Jenis pidana kerja sosial menjadi salah satu jenis pidana baru yang

dalam pebaharuan hukum pidana Indonesia.

Potensi diterapkannya pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis
pidana.
Pidana kerja sosial dilihat dari politik criminal sebagai usaha

menanggulangi kejahatan.
Beberapa Negara di dunia internasional sudah banyak menggunakan

pidan kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek.
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14. Studi perbandingan hukum pidana dengan Negara-negara yang sudah
menerapkan kebijakan pidana kerja sosial dan melihat bagaimana

pelaksanaan dan pengaturannya.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk
mempersempit dan memfokuskan arah penelitian. Pembatasan masalah
tersebut antara lain:

1. Penelitian ini berfokus pada jenis pemidanaan pidana kerja sosial
dalam RKUHP.

2. Melakukan studi perbandingan hukum pidana dengan Negara-
negara lain yang sudah menerapkan pidana kerja sosial dan
mengkaji kebijakannya dalam upaya pembaharuan hukum pidan

Indonesia yang akan dating (ius constitutum).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan
masalah dari penelitian ini ialah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah potensi pidana kerja sosial sebagai salah satu
pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimanakah kebijakan formulasi pidana kerja sosial dalam

pembaharuan hukum pidana Indonesia ?
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1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini yaitu
sebagai berikut :
1. Mengetahui potensi pidana kerja sosial sebagai salah satu
pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia ?
2. Memahami kebijakan formulasi pidana kerja sosial dalam

pembaharuan hukum pidana Indonesia ?
1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan dapat digunakan
dalam ilmu pengetahuan untuk bidang penelitian ini baik secara teoritis
maupun secara praktis :

1.  Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat dan kegunaan
dalam mengembangkan ilmu hukum pidana materiil terutama
yang berkaitan dengan pemidanaan dalam pembaharuan hukum
pidana Indonesia dan menjadi salah satu pedoman dalam
penelitian selajutnya sesuai dengan bidang penelitian yang sama.

2.  Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu menambah wawasan
serta dapat memberikan pemahaman dalam pembaharuan hokum
pidana Indonesia khususnya mengenai jenis pidana kerja sosial

yang ada dalam RKUHP.



2.1 Penelitian Terdahulu

BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

Sumber Unsur
No Judul Persamaan Perbedaan
Penelitian Pembaharuan
1 | Jurnal Iskandar | Pidana Kerja Persamaannya Penelitian ini Dalam
Wibawa Sosial Dan ialah membahas | lebih berfokus penelitian ini
Universitas Restitusi efektifitas kepada pidana penulis akan
Muria Sebagai pemidanaan perampasan membahas lebih
Kudus,2017 Alternatif dikaitkan kemerdekaan atau | detail mengenai
Pidana Penjara | dengan tujuan pidana penjara pidana kerja
dalam pemidanaan yang mana dalam | sosial
Pembaharuan penelitian ini
Hukum Pidana detail mengenai
Indonesia banyaknya
dampak negatif
dari penjatuhan
pidana penjara
2 | Artikel ilmiah, | Jurnal Persamaan dari | Penelitian ini Dalam
M.fajar Pidana Kerja penelitian ini lebih di fokuskan | penelitian ini
septiano, Sosial Sebagai ialah sama-sama | pada penjelasan akan
universitas Alternatif membahas alternatif pidana | memberikan
Pidana mengenai penjara untuk alternatif pidana
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brawijaya, Penjara Jangka | alternatif sanksi | tindak pidana berupa pidana
2014 Pendek pidana ringan kerja sosial
dalam
Kebijakan
Hukum Pidana
Skripsi Eva Pidana Kerja Persaman dalam | Perbedaan dalam | Dalam
Norita, Sosial Dalam penelitian ini penelitian ini penelitian ini
Universitas Kebijakan adalah pidana adalah penelitian | penulis akan
Sumatera Hukum Pidana | kerja sosial yang | ini mengkaji melakukan
Utara, 2009 Indonesia ditawarkan mengenai study
sebagai kebijakan pidana | comparation
alternatif kerja sosial dalam | (kajian
pemidanaan rangka penuangan | perbandingan)
memiliki ide individualisasi | terhadap negara-
beberapa pidana dengan negara lain yang
keunggulan prospek pidana sudah
terhadap aspek | kerja sosial melaksanakan

perlindungan
masyarakat dan
perlindungan
individu dalam
hukum pidana
yang akan

datang.

menjadi alternatif
pidana
perampasan
kemerdekaan

jangka pendek

sistem pidana
kerja sosial

Sebagai unsur
pembaharuan,
dalam penelitian
ini akan

mengulas
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mengenai
alternatif pidana
kerja sosial
dalam upaya
pembaharuan
hukum pidana

Indonesia

Daftar Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

2.2 Landasan Teori

Teori Pemidanaan

Penjatuhan pidana atau pemidanaan ialah proses pemberian pidana
kepada seorang pelaku tindak pidana. Dalam tujuan pemidanaan para pakar
hokum pidana menganut beberapa teori-teori mengenai pemidanaan. Beberapa
teori pemidanaan tersebut menjadi dasar serta yang ingin dicapai dalam
dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana. Pengertian pemidanaan
secara luas dapat diartikan sebagai suatu proses penjatuhan atau pemberian
pidana oleh hakim kepada seorang pelaku tindak pidana. Jadi dapat disimpulkan
dalam sistem pemidanaan adalah keseluruhan ketentuan perundang-undangan
yang mengatur mengenai bagaimana hukum pidana itu harus ditegakan dan
dioprasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (Arief,

2002:129).
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Secara tegas konsep hukum pidana menyebutkan bahwa tujuan dalam
pemidanaan adalah dimaksudkan tidak untuk menderitakan dan merendahkan
martabat setiap manusia yang melakukan tindak pidana. Untuk menjawab serta
mengetahui tujuaan dan fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori teori
tentang pemidanaan yang diantaranya adalah teori absolut atau retributive, teori
relative atau utilitarian dan teori gabungan atau verenigings theorieen. Menurut
Anis Widyawati (2018:15) dalam Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Penitensier
FH UNNES menyatakan bahwa para sarjana banyak mengemukan teori-teori
pemidanaan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ingin dicapai
dalam penjatuhan pidana, hal ini juga tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya
yang dipercaya oleh para sarjana ini. Terdapat beberapa teori pemidanaan
terhadap pelaku tindak pidana (2018:15), yaitu :

A. Teori Absolut (retributive/vergeiding theorien)

Teori absolut juga sering disebut sebagai teori pembalasan. Teori ini
lebih kepada rasa puas atau keinginan berupa balas dendam terhadap pelaku
tindak pidana agar dijatuhi sanski pidana seberat — beratnya jadi teori ini dapat
dikatakan sebagai teori pembalasan. Dalam teori ini juga setiap kejahatan
harus diikuti dengan pidana, tidak dapat di tawar menawar.

Menurut teori ini seseorang dijatuhi pidana karena telah melakukan
tindak pidana atau kejahatan, tanpa melihat akibat — akibat yang timbul
karena dijatuhkannya pidana dan tanpa peduli apakah mungkin masyarakat
akan dirugikan hanya melihat kemasa depan. Seperti pepatah yang
mengatakan utang pati nyaur pati utang lara nyaur lara, yang artinya apabila

seseorang membunuh harus dihukum dengan cara dibunuh, apabila seseorang
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menganiaya harus dibalas dengan penganiayaan pula. Beberap orang
mengatakan pembalasan adalah sebuah kepuasan hati yang dikejar sebagai
alas an untuk memidana suatu kejahatan. Teori ini di dukung beberapa tokoh
seperi Imanuel Kant, Hegel, dan Herbert.

Karl O. Cristiansen dalam bukunya Dwidja Priyatno (2009:26)

mengemukakan karakterisitik atau ciri pokok dari teori absolut yaitu:

1. Tujuan pidana ialah semata-mata hanya untuk pembalasan.

2. Pembalasan ialah tujuan utama yang tidak mengandung sarana -
sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Satu-satunya syarat untuk adanya pidana adalah kesalahan.

4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.

5. Pidana apabila dilihat kebelakang, pidana merupakan pencelaan
yang murni serta tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik,
atau memasyarakatkan kembali si pelaku tindak pidama.

B. Teori relatif (utilitarian/doeltheorien)

Teori relatif lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut, teori ini sering
disebut dengan teori tujuan. Tujuan pidana dari teori ini tidak hanya sekedar
pembalasan, secara garis besar teori ini bertujuan untuk mewujudkan
ketertitab didalam masyrakat. Suatu kejahatan tidak harus diikuti dengan
pidana secara mutlak. Menurut teori ini kejahatan tindak pidana tidak cukup
hanya dengan penjatuhan pidana akan tetapi harus dipikirkan manfaatnya
bagi si pelaku tindak pidana atau bagi masyarakat dari penjatuhan pidana
tersebut. Pada dasarmya teori ini berupaya mempertahanka tatat tertib

dalam masyrakat.
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Sedangkan menurut Niger Walker yang dikutip Anis Widyawati
(2018:16) dalam Bahan Ajar Hukum Penitensier FH UNNES bahwa karena
dasar pembenaran pidana dalam teori ini adalah untuk mengurangi frekueensi
kejahatan, teori ini lebih tepat disebut dengan aliran atau teori reduktif ( the
reductive point of view ) dan penganutnya disebut dengan sebut golongan
reducers (penganut teori redukti).

Teori relatif dalam pendekatnya berbeda dengan teori absolut yakni
dengan pembalasan. Teori relatif dalam melakukan pendekatan lebih
menekankan lebih kepada terwujudnya tata tertib umum dalam rangka
ksejahteraan masyarakat. Teori ini secara prinsip mengajarakan bahwa
penjatuhan dan pelaksaanaan pidana setidaknya harus berorientasi dalam
upaya mencegah pelaku tindak pidana kemungkinan kembali mengulangi
perbuatannya dimasa yang akan dating, serta mencegah masyrakatluas pada
umumnya kemungkinan untuk melakukan kejahata baik seperti yang telah
terjadi maupun lainnya (Mahrus, 2011:190)

. Teori Gabungan (Verenigings Theorieen)

Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan repson atas kritik
yang dilancarkan baik terhadap teori absolut dan juga teori relative. Dalam
teori ini juga bertujuan agar tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada
pembalasan perbuatan pelaku untuk memberikan efek jera, juga untuk
melindungi masyarakat sehingga ketertiban umum tercapai. Selain itu teori
ini juga memandang bahwa pemidanaan yang dilakukan diharapkan supaya
bisa merehabilitasi sifat tercela dari terpidana sehingga kelak dapat kembali

ke dalam masyarakat.
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Tokoh utama dalam teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-
1848). Rossi berpendapat bahwa pemidanaan adalah merupakan bentuk
pembalasan terhadap kesalahan yang sudah dilakukan, sedangkan berat
ringannya pemidanaan harus sesuai dengan justice absolute (keadilan yang
mutlak) yang tidak melebihi justice social (keadilan yang dikehendaki oleh
masyarakat) sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa:

1) Pemulihan ketertiban

2) Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana

3) Perbaikan pribadi terpidana

4) Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa
keadilan

5) Memberikan rasa aman bagi masyarakat

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Jenis-Jenis Pidana
2.3.1.1 Jenis Pidana Menurut KUHP
Sebagai salah hukum di Indonesia hukum pidana mempunya sifat
khusus dalam hal sanksi. Ketika seseorang berhadapan dengan permasalahan
hukum, pikirannya adalah langsung menuju kepada sesuatu yang mengikat
perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hukum ada dikenal dengan
sebutan norma yang artinya tentang sesuat yang boleh bahkan harus
dilakukan dan tentang apa yang tidak boleh dilakukan, selain itu ada yang
namanya sanksi atau akibat yang timbul dari sanksi tersebut. Pembeda antara

hukum pidana dengan hukum yang ada lainnya adalah dalam bentuk
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sanksinya yang bersifat negatif atau sering kita sebut dengan istilah pidana
(Prasetyo, 2012:2).

Sedangkan menurut Pompe dalam bukunya Teguh Prasetyo (2015:4)
menyatakan hukum pidana merupakan seluruh aturan — aturan hukum tentang
perbuatan — perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman sebab aturan pidananya.
Menurut Moeljatno hukum pidana merupakan suatu bagian dari keseluruhan
hukum yang berlaku dalam suatu negara sebagai dasar — dasar dan aturan
untuk :

1) Menentukan mengenai perbuatan — perbuatan apa yang tidak boleh
untuk dilakukan dan dilarang, yang diikuti sanksi atau ancaman
berupa pidana tertentu barangsiapa yang melanggar larangan itu.

2) Menetukan kapan serta dalam hal — hal apa terhadap mereka yang
sudah melanggar larangan tersebut dapat dijatuhi dan dikenakan
pidana sesuai dengan yang sudah diancamkan.

3) Menetukan bagaiman cara penjatuhan pidana tersebut dpat
dilakukan apabila ada seseorang

Pidana berasal dari kata straf (Belanda) yang kadang disebut dengan
istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari pada istilah hukuman sebab
hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht (Chazawi,2014:24).
Pidana atau straf dapat diartikan sebagai penderitaan atau juga sebagai
nestapa yang dijatuhkan oleh negara kepada seorang subjek hukum yang telah
terbukti bersalah karena sudah melanggar ketentuan hukum pidana. Secara
khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut dengan tindak pidana atau

strafbaar feit.



21

Sedangkan menurut H.L.A Packer yang dikutip Anis Widyawati

(2018:5) mengemukakan ada lima karakteristik pidana yaitu :

1)

2)

3)

4)

5)

Pidana itu diberikan harus merupakan suatu nestapa atau akibat -
akibat lain yang tidak menyenangkan (it must involve pain or other
consequence normally considered unpleasant).

Pidana itu diberikan harus pada seseorang yang telah melakukan
pelanggaran terhadap peraturan (it must be for anactual or supposed
offender for his offenses).

Pidana dijatuhkan atas suatu perbuatan atau ditujukan kepada pelaku
pelanggaran atas perbuatannya (it must be for an offence against
legal ruler).

Pidana itu harus merupakan suatu kesengajaan administrasi oleh
masyarakat terhadap pelanggar (it must be intentionally
administered by human brings other than the offender).

Pidana itu harus dijatuhkan oleh lembaga instansi yang berwenang
(be improsed and administered by an authory contituted by a legal
system against with the offense is committed).

Wujud jenis pidana yang dapat dijatuhkan atau dijatuhkan kepada

seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang sudag diatur secara rinci

baik mengenai batas - batas dan cara dalam menjatuhkanya serta dimana dan

bagaimana menjalankannya. Jenis-jenis pidana tersebut tertuang dalam pasal

10 KUHP. Akan tetapi wujud dan batas berat dan ringan dalam penjatuhan

jenis pidananya tertuang dalam rumusan mengenai masing-masing larangan

dalam hukum pidana yang bersangkutan. Sehingga negara tidak dapat

sembarangan sesuai dengan kehendaknya dalam menjatuhkan pidana dari

jenis-jenis pidana dalam pasal 10 KUHP tersebut. Hal ini sesuai dengan

fungsi hukum pidana untuk membatasi kekuasan negara dalam artian

melidungi warga negara dari tindakan negara dalam rangka megakan hukum

pidana (Chazawi,2014:24).
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Stelsel pidana Indonesia pada diatur dalam Buku | KUHP pada bab ke
2 dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 43 kemudian juga diatur lebih jauh
mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu:

(1) Reglemen Penjara (Stb. 1917 No.708) yang telah diubah dengan
LN 1948 No. 77),.

(2) Ordonansi Pelepasan Bersyarat (Stbh. 1917 No. 749),.

(3) Reglemen Pendidikan Paksaan (Stbh. 1917 No. 741),.

(4) UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah merupakan induk atau
sumber utama hukum pidana telah menjelaskan secara rinci jenis-jenis pidana
seperti yang tertuang pada Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP jenis
pidana dibedakan menjadi dua bentuk yaitu pidana pokok dan pidana
tambahan (Chazawi, 2014:25).

Pidana pokok terdiri atas:

(1) Pidana mati.
(2) Pidana penjara.
(3) Pidana kurungan.
(4) Pidana denda.
Pidana tambahan terdiri dari:
(1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu
(2) Pidana perampasan barang-barang tertentu
(3) Pidana pengumuman putusan hakim.

Sesuai dengan Pasal 69 Kitab Undang-unang hukum dalam pidana,
pokok berat atau ringannya bagi pidana yang tidak sejenis didasarkan pada
urut-urutannya pada rumusan Pasal 10 diatas. Stelsel pidana Indonesia
berdasarkan KUHP membagi jenis-jenis pidana pada pidana pokok dan

pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dan

jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:
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(1) Penjatuhan jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif) dan
sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.

(2) Dalam penjatuhan pidana pokok tidak harus dengan demikian
menjatuhkan jens pidana tambahan atau berdiri sendiri tetapi
menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan
penajtuhan pidana pokok.

(3) Dalam jenis pidana yang dijatuhkan jika sudah mempunya
kekuatan hukum yang tetap (inkracht van geweijsde zak)

dibutuhkan suatu tindakan (executie).

2.3.1.2 Jenis Pidana Menurut RKUHP

Jenis pidana mati dalam formulasi RKUHP dihilangkan dari jenis
pidana pokok dan dianggap memiliki sifat khusus yang selalu diancamkan
secara alternatif. Jenis pidana mati hanya diancamkan dan dijatuhkan untuk
mencegah dilakukanya tindak pidana tertu dan dengan menegakan norm —
norma hukum untuk menganyomi masyrakat ( pasal 67 j.o pasal 98
Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

International Journal of Business, Economic, and Law Anis Widyawati
(2019:54) menyatakan bahwa type of additional punishment and actions in
the RKUHP goes through expansion, among them is explicity formulated type
of additional punishment in the form of fulfilling customary obligation. The
formulated customary law is intended to accommodate types of customary
sanctions or sanctions to unwritten law. Menurut jurnal tersebut menyatakan

bahwa didalam RKUHP ada sanksi pidana tambahan yang berupa pemenuhan
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kewajiban adat. Hukum adat yang dirumuskan dimaksudkan untuk
mengakomodasi jenis-jenis sanksi adat menurut hukum tidak tertulis.

Terdapat beberapa hal yang tidak terdapat dalam RKUHP yaitu
diaturnya secara khusus mengenai tujuan pemidanaan yang terdapa dalam
pasal 51 RKUHP yang berbunyi :

(1) Mencegah dilakukanya tindak pidana dengan menegakan norma hukum
demi perlindungan dan penganyoman masyarakat,

(2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan
pembimingan agar menjadi orang yang lebih baik dan berguna,

(3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidan,
memulihkan keseimbangn, serta mendatangkan rasa aman dan damai
dalam masyarakat, dan

(4) Menumbukan rasa penyesalan dan membebaskan ras besalah pada
terpidana.

Berbeda dengan uraian jenis pidana dalam KUHP, jenis pidana yang
terdapat pada RKUHP sebagai berikut :
Pasal 64
Pidana terdiri atas :
a. pidana pokok;
b. pidana tambahan; dan

c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu
yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Pasal 65

1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri
atas:
a) pidana penjara;
b) pidana tutupan;
C) pidana pengawasan;
d) pidana denda; dan
e) pidana kerja sosial.
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2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan
berat atau ringannya pidana.

Pasal 66
1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b
terdiri atas:
a. pencabutan hak tertentu;
b. perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan;
C. pengumuman putusan hakim;
d. pembayaran ganti rugi;
e. pencabutan izin tertentu; dan
f. pemenuhan kewajiban adat setempat.

2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup
untuk mencapai tujuan pemidanaan.

3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.

4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan
pidana tambahan untuk Tindak Pidananya.

5) Pidana tambahan bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia yang
melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi
Tentara Nasional Indonesia.

Dari penejelasan perbedaan pidana pokok yang terdapat dalam KUHP
dan RKUHP diatas terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan yaitu
dalam ketentuan jenis pidana mati yang mana dalam KUHP masuk pada salah
satu pidana pokok namun dalam RKUHP tidak ditemukan jenis pidana mati

dalam pidana pokoknya.

2.3.2 Istilah Pemidanaan dan Aliran Pemidanaan
Tujuan Pemidanaan menurut Wirjono Projodikoro yang dikutip Anis
Widyawati (2018:14) yakni :
(1) Untuk menakut-menakuti orang agar tidak melakukan kejahatan,
baik untuk mekaut-menakuti oang yang banyak (general preventif)

maupun orang tertentu yang sudah pernah melakukan kejahatan
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tidak melakukan kejahatan lagi dikemudian hari (speciale preventif)
atau

(2) Untuk memperbaik dan mendidik orang-orang yang telah

melakukan kejahatan supaya menjadi orang-orang yang baik
sehingga dapat bermanfaat di dalam masyrakat.

Terdapat tiga pokok dasar pemikiran mengenai tujuan yang ingin
dicapai dalam pemidanaan yakni :

(1) Untuk memperbaiki diri pribadi dari penjahat itu sendiri,

(2) Untuk membuat orang menjaadi jera dalam melakukan kejahatan —

kejahatanya,

(3) Untuk membuat penjahat tidak dapat mampu melakukan kejahatn

yang lain yaitu penjahat yang dengna cara — cara yang lain sudah
tidak dapat diperbaiki lagi (Lamintang dan Theo, 2017:11).

Tujuan  pemidanaan harus ditujukan kepada massyarakat,
kesejahteraan, keseimbangan serta keselarasan kehidupan masyarakat dengan
memperhatikan kepentingan masyrakat, koorban dan pelaku sesuaidengan
politik hukum pidana.

Dari dasar serta tujuan pemidanaan diatas maka pemidanaan sudah
seharusnya mengandung unsur — usur yang bersifat pada kemanusiaan yang
artinya pemidanaan menjunjung tinggi mengenai harkat dan martabat
seseorang. Dan juga bersifat edukatif yang berarti pemidanaan dapat
membuat seseorang sadar penuh atasa perbuatan-perbuatn yang dilakukan
dan menybabkan ia mempunyai jiwa yang positif serta konstruktif sebagai

usaha penanggulangan kejahatn serta bersifat keadilan artinya pemidanaan
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harus dirasakan dngan adil baik terhukum maupun oleh korban dan
masyarakat (widyawati, 2018:14-15).

Sesuai dengan pasal 51 rancangan kitab undang-undang hukum pidana
atau RKUHP tujuan pemidanaan yaitu :

(1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma
hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat,

(2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan
pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna,

(3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana,
memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai
dalam masyarakat, dan

(4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada
terpidana.

Aliran-aliran dalam ilmu hukum pidana ini tidaklah mencari dasar
hukum atau pembenaran dari pidana, tetapi berusaha memperoleh suatu
sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Aliran pemidanaan dibagi
menjadi tiga yakni aliran klasik, aliran neo klasik, dan aliran modern.

1. Aliran Klasik
Aliran klasik muncul sebagai reaksi terhadap ancien regime yang
arbitrair pada abad ke 18 di Perancis dan Inggris yang banyak
menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan
ketidakadilan. Aliran klasik ini terutama menghendaki hukum pidana yang
tersusun secara sistematis dan menitikberatkan kepada perbuatan,

perumusan undang-undang, dan perbuatan melawan hukum pidana.
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Perbuatan disini diartikan secara abstrak dan dilihat secara yuridis belaka
terlepas dari orang yang melakukannya. Jadi aliran ini ingin
mengobjektifkan hukum pidana dari sifat-sifat pribadi si pelaku.

Dapat dikatakan aliran ini sangatlah kaku. Seperti yang dikatakan
oleh Muladi yang dikutip Randa (2017:20) dalam skripsinya bahwa aliran
ini sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis pidana dan
ukuran-ukuran pemidanaannya.

. Aliran Neo Klasik

Aliran ini berkembang pada abad ke-19 dan pokok aliran ini adalah
penolakan dari pidana yang dirasakan sangat keras dari aliran klasik yang
akan merusak semangat kemanusiaan. Maka dilakukan perbaikan sebagai
contoh The French Penal Code 1791 yang kemudian diperbaiki pada tahun
1810. Dalam perbaikan tersebut dimungkinkan adanya kebijaksanaan
hakim dalam menjatuhkan pidana, dengan merumuskan pidana minimum
dan maksimum serta mengakui asas-asas tentang keadaan yang
meringankan.

. Aliran Modern

Aliran ini bertitik tolak pada pandangan determinisme untuk
menggantikan doktrin kebebasan berkehendak, karena manusia dipandang
tidak mempunyai kebebasan kehendak tapi dipengaruhi oleh watak dan
lingkungannya, maka ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggung
jawabkan dan dipidana. Jadi aliran ini menolak pandangan pembalasan
berdasarkan kesalahan yang subyektif. Pertanggung jawaban seseorang

berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si
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pembuat. Bentuk pertanggung jawaban terhadap si pembuat lebih bersifat
tindakan perlindungan masyarakat. kalau digunakan istilah pidana, maka
menurut aliran ini, pidana harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si
pembuat. Jadi aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana untuk
mengadakan resosialisasi pelaku.

Berdasarkan aliran-aliran pemidanaan yang telah dikemukan diatas
maka penulis sependapat dengan aliran neo klasik karena melihat dari
pemberian pidana bukan hanya ditujukan kepada perbuatan seseorang
namun juga melihat aspek perbaikan dari diri pelaku. Dan juga dalam
aliran neo klasik diakuinya asas-asas tentang keadaan yang meringankan
terdakwa. Tidak seperti aliran klasik yang kaku dan tidak mengakui
adanya hal-hal yang ada dalam diri pelaku. Serta dalam aliran neo klasik
ini mengakui peran saksi ahli dalam persidangan guna memberikan
keterangan berdasarkan keahliannya sehingga hakim dapat terbantu dalam
melihat suatu perkara diluar kemampuannya.

2.3.3Pidana Kerja Sosial

Upaya dalam mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan selalu
dilakukan bertolak dari suatu kenyataan, bahwa di dalam perkembangannya
pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai baik atas
pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis pemidanaan maupun atas
pertimbangan ekonomis. Wacana tentang pidana kerja sosial sebagai salah
satu jenis pidana sebenarnya sudah sejak lama dibicarakan, hal ini dapat
ditemukan dalam beberapa kali proses Rancangan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana yang selanjutnya disebut RKUHP.
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Secara etimologis istilah pidana kerja sosial berasal dari dua kata yaitu
pidana dan kerja sosial. Secara sederhananya pidana kerja sosial diartikan
sebgai pidana yang berupa kerja sosial. Pidana kerja sosial merupakan bentuk
pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan

pekerjaan sosial yang ditentukan (Tongat, 2001:7).

Garis besar yang perlu dicermati sehubungan dengan pidana kerja sosial

adalah sebagai berikut (Waluyo, 2014:20).

1) Apabila pidana penjara yag dijatuhkan tidak lebih dari enam bulan atau
pidana denda tidak lebih dari denda kategori | maka pidana penjara atau
pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidan kerja sosial.

2) Hal-hal yang harus dipertimbangkan :

a. Pengakuan terpidana terhadap tindak pidana yang dilakukan;

b. Usia yang layak Kkerja terpidana menurut peraturan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

c. Persetujuan terpidana sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan
segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;

d. Riwayat sosial terpidana;

e. Perlindungan keselamatan kerja terpidana.

3) Pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan dan bertentangan dengan
keyakinan agama dan politik terpidana.

4) Jika pidana kerja sosial sebagai pengganti denda maka sebelumnya harus
ada permohonanterpidana dengan alasan tidak mampu membayar denda
terssebut. Pidana kerja sosial paling singkat tujuh jam.

5) Waktu pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama:
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a. 240 jam bagi terpidana yang telah berusia 18 tahun ke atas;
b. 120 jam bagi terpidana yang berusia dibawah 18 tahun.

6) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur paling lama 12 bulan
dengan tetap memperhatikan:

a. Kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan
atau
b. Kegiatan lain yang bermanfaat.

7) Apabila terpidana gagal memenuhi seluruh atau sebagaian kewajiban
untuk menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan wajar maka terpidana
dapat diperintahkan:

a. Mengulangi seluruh atau sebagaian pidana kerja sosial tersebut;
b. Menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara diganti dengan
pidana kerja sosial tersebut; atau
c. Membayar seluruh atau sebagaian pidana dengan yang tidak
dibayar yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut atau
menjalani pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak
dibayar.
2.3.4 Istilah Pembaharuan Hukum Pidana
2.3.4.1 Latar Belakang Pembaharuan Hukum Pidana
Hukum merupakan suatu tatanan norma yang mengatur setiap
pergaulan manusia dalam masyarakat, hukum dibuat untuk salah
satu jalan yang diharapkan bisa memberi penyelesaian dengan tepat
dan seadil — adilnya di dalam rangka mencegah serta memberantas

secara lebih efektif dari berbagai macam bentuk tindak pidana yang
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dirasa merugikan, melanggar serta merampas hak asasi manusia
yang lainnya. Setiap perkembangan hukum tidak mungki terlepas
dari perkembangan setiap pola pikir manusia dalam menciptkan
hukum tersebut guna mengatur dirinya sendiri. Setiap masyarakat
dimuka bumi ini pasti dalamnya selalu ada hukum.

Kejahatan adalah perbuatan yang dinilai oleh masyarakat serta
undang- undang telah melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang
hidup. Istilah kejahatan secara teknis yuridis hanya dipergunakan
untuk menunjukan perbuatan perbuatan yang oleh undang undang
sebagai tindak pidana. Jadi pada dasarya kejahatan tidaklah kualitas
dari perbuatan yang dilakukan oleh orang, akan tetapi akibat atas
diterapkannya peraturan dan sanksi oleh seseorang lain terhadap
seorang pelaku tindak pidana.

Berbicara mengenai hukum yang ada di Indonesia, hhukum
yang digunakan panah ranah hukum pidana bersumber pada KUHP.
KUHP merupakan warisan dari jaman penjajahan belanda yang
mengatur mengenai hukum pidana. KUHP pada awalnya dipandang
sebagai induk serta wujud dari kodifikasi dan unifikasi. Akan tetapi
KUHP pada perkembangnya dirasa tidak lagi mampu menampung
berbagai masalah serta perkembangan bentuk tindak pidana baru
yang berkembang sejalan dengan dengan perkembangan serta
dinamika kehidupan masyrakat.

Permasalahan inilah yang menimbulkan rasa kekhawatiran

terkhusus yang berkaitan dengan sifat dogmatis dan substansial
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dalam KUHP yang sangat kental dengan aliran klasik serta aliran
barat walaupun memang tidak selalu yanng berbau barat adalah
buruk. Jadi dengan demikian saat mempelajari hal yang bersifat
dogma atau substansial dari dalam KUHP harusnya diikuti dengan
kebijaksanaan dan kewaspadaan. Yang berarti jika hal-hal yang
arahnya kepada dogma di dalam KUHP dipakai secara kaku atau
tanpa kebijaksanaan maka output yang terjadi tentu saja akan
mnghambat tujuan dari penegakan hukum pidana, bahkan tidak
menutup kemungkinaan akan menghambat ide — ide pembahruan
hukum pidana Indonesia yang selalu digaungkan. Jadi sudah
sewajarnya kita menggalang pembahruan hukum pidana Indonesia
yang berasal dari nilai-nilai dasarm nilai-nila sosio-filosofik, sosio-
politik serta sosio-kultural yang terdapat dalam kehidupan
masyarakat (Pradityo, 2017:2).
Perbandingan Hukum Pidana Dalam Usaha Pembaharuan
Hukum Pidana

Ada beberapa istilah asing mengenai perbandingan hukum
yang diantaranya: Comparative Law, Comparativee Jurisprudence,
Foreigen Law dalam istilah Inggris; Rechtsvergelijking dalam istilah
Belanda; Droit Compare dalam istilah  Perancis; dan
Rechtsvergleichung atau Vergleichende Rechlehre (istilah Jerman).
Selanjutnya dalam Black’s Law Dictionary dikatakan bahwa
Comparative Jurisprudence adalah suatu studi mengenai prinsip-

prinsip ilmu hukum dengan cara melakukan perbandingan dari
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berbagai macam sistem hukum (the study of principles of legal

science by the comparison of various systems of law).

Rudolf D, Schlessinger menyatakan dalam bukunya
(comparative Law, 1959) yang dikutip Barda Nawawi Arief
(2013:5) anatara lain: Comparative Law adalah merupakan metode
suatu penyeldidkan dengan tujuan agar memperoleh pengetahuan
yang mendalam tentang bahan hukum tertentu, selanjutnya
Comparative Law bukan merupakan suatu perangkat peraturan serta
asas-asas hukum, bukan juga suatu cabang hukum atau is not a body
of rules and principles, Comparative Law merupakan teknik atau
suatu cara dalam menggarap unsur pada hukum pidana asing yang
aktual pada suatu masalah hukum atau is the technique of dealing
with actual foreigh law elements of a legal problem. Menurut Dr.
G. Guitens-Bourgois perbandingan hukum merupakan metode
perbandingan yang diterapkan di dalam ilmu hukum, perbandingan
hukum bukanlah ilmu hukum melainkan suatu metode untuk

meniliti suatu cara kerja yakni perbandingan (Arief, 2013:5).

Perbandingan hukum pidana (Comparative Law) mempunyai
peran yang sangat penting serta mempunyai banyak manfaat baik
secara teoritis maupun secara praktis, yaitu dapat mendukung
perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada
khususnya, serta dapat memberi masukan positif dalam usaha

pembaruan hukum pidana nasional.
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Sumber dari segala hukum termasuk hukum pidana di
Indonesia adalah Pancasila dan UUD1945

v

Pembangunan sistem hukum pidana nasional termasuk
pemidanaan harus berdasarkn Pancasila dan UUD 1945

4/\

Pembangunan sistem hukum pidana
nasional yang bedasarkan pada nilai-nilai
keseimbangan pancasila

v

Berangkat dari paradigm kemanusian nilai
keseimbangan pancasila (humanistik)

\

Pembangunan nasional yang berorientasi
pada nilai-nilai keseimbangan UUD 1945

v

Membangun hukum pidana nasional
termasuk pemidanaan harus memperhatikan
tujuan Negara pada alenia IV UUD 1945

J

v

Oleh karena itu muncul jenis pemidanaan yaitu pidana kerja
social sebagai upaya keseimbangan antara sanksi pidana yang
bealiran retributive dengan sanksi yang beraliran relatif

v

Pembangunan hukum pidana Indonesia dimaksudkan untuk
memperbaiki hukum pidana Indonesia

4/\

Perbandingan hukum pidana

v

Melihat Negara-negara yang sudah
menerapkan pidana kerja sosial untuk
nantinya diterapkan di Indonesia

(

Penal Policy

v

Dengan upaya rasional masyarakat dalam
menanggulangi kejahatan

]

v

Fokus penelitian ini adalah meneliti potensi pidana kerja
sosial yang ada dalam RKUHP lalu membandingkan
kebijakan pidana kerja sosial di negara-negara yang sudah
menerapkannya dengan kebijakan pidana kerja sosial yang
terdapat dalam RKUHP

Daftar Bagan 2.4 (Kerangka Berfikir)




BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

5.1.1 Pidana kerja sosial cukup berpotensi untuk diterapkan di Indonesia
sebagai salah jenis pemidanaan yang akan datang karena dapat dilihat
sesuai tujuan pemidanaan. Pidana kerja sosial sendiri muncul atas kritik
terhadap pidana penjara karena efek negatifnya seperti yang sudah
dikemukakan oleh para pakar hukum pidana.

5.1.2 Kebijakan formulasi pidana kerja sosial diamasa yang akan datang telah
dirumuskan dengan baik di dalam RKHUP. Pengaturan mengenai

teknis penajatuhan pidana kerja sosial tertuang dalam pasal 85 RKHUP.
5.2 Saran

1. Saran dari penulis adalah perlu melakukan kajian yang lebih medalam
bersama dengan para pakar untuk menemukan formulasi serta bentuk
bidana kerja sosial yang proporsional dan tepat yang sesuai dengan nilai —
nilai yang ada untuk diterapkan di Indonesia, dan perlu adda kajian yang
mendalam guna merumuskan payung hukum berupa aturan — aturan
pelaksana agar pidana kerja sosial dapat dilaksanakan secara tepat.

2. Karena pidan akerja sosial adalah jenis pidana yang baru di Indonesia pelu
adanya sosialsasi kepada masyarakat tentang pidana kerja sosial ini agar
masyarakat lebih mengerti serta paham menegenai tentang jenis pidana

kerja sosial tersebut.
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